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Pen yﬁlmz 00araan negam ﬂ]\.ﬁl?’l ferzmj)[gmem‘aszifm dalam 5672&4/% prakiikpemeriniaban. Dalamproses pralktitk

pemerintaban, salah satu Sfungsi yang melaksanakan adalah fungsi kepolisian. Dalam perkembangannya

Jungsi kepolisian yang dilaksanakan oleh profesi polisi menghadapi permasalahan sosial yang semakin

kompleks, sehingga membutubkan iliny pengetahuan uniuk mampu memsistematisasi fugas-tugas Sfungsi

kepolisian. Il yang mampu memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas fungsi kepolisian adalah

ilmu kepolisian. Sebingga pengembangan ilmu kepolisian akan senada dengan perkembangan kompleksitas

penyelenggarann negara, terutama dalam mewnjudkan keteraturan sosial. Implementasi ilmu kepolisian

dalam praktik pemerintahan menunjukkan linglup ilnu kepolisian adalah bagian dari ilmu negara.

Kata Kunci: I/my Kepolisian, Politik,
Pemerintahan, Negara

Pendahuluan

Sebagai sebuah ilmu yang multidimensional,
ilmu pemerintahan sebagaimana halaya  ilmu
politik juga masih menyimpan aneka problema,
terutama dalam upaya penentuan ontologis,
epistemologis dan aksiologis keilmuannya.
Dari aspek ontologis ilmu pemerintahan, baik
menyangkut definisi maupun objek material dan
formal, belum dijumpai adanya kesepahaman.
Meskipun demikian adabeberapa titik persamaan
mendasar di kalangan ilmuwan pemerintahan,
yaitw:  Pertama, bshwa ilmu pemerintahan
itu ada dan sedang berkembang ke arah

kemandirian. Kedua, adanya berbagai paradigma
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pemerintahan merupakan tanda bahwa ilmu
pemerintahan bersifat teoritik konseptual dan
tidak ‘sernata-mata praktis profesional. Dengan
demikian, pemerintahan bukanlah semata-
mata keterampilan belaka. (GedeSuacana,
Filsafat Politik dan Pemerintaban,artikel tidak

dipublikasikan}.

Dalam praktik
pemerintahan adalah sebuah penyelenggaraan

implémentasinya,

proses kenegaraan, dimana banyak fungsi
pemerintahan akan terlibat. Salah sataunya
adalah fungsi kepolisian. Dalam pemahamahan
fungsi kepolisian, secara normatif pada Negara
Kesatuan Republik Indonesia, fungsi kepolisian
adalah fungsi dalam lingkup menegakkan
hukum, memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, serta fungsi sebagai pelindung,
pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemahaman
normatif ini tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

RI.
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_\Iamun ~jika thfl' hhat esensmya'

-."_.-_:sebenamyq fung:n kepolman di Indonesm_
..:_-_a:daigi__h Juga. mengadppb_i _ﬁ;:r:lgs_l___..,]@Pohgmn..

_-.'rj}'zng universal, yaitu Yo prosect and to sérve”
-(mehndungl dan melayani). Fungsi ‘ini pada

~ hakekatnya adalah sebqg;an ﬁmg51 negara, yaitu -

. menjaga keteraturan sosial dalam kehidupan
" berbangsa dan bernegara. Dalam ranah praktik,
'. f?enj,}c'lehggaman fungsi pemerigtahan maupun
“fungsi kepolisian akan didasari pada landasan
keilmuan sebagai landasan normatif dan teoritik
untuk pijakan implementasi. Tulisan ini alkan
menyoroti implemejitasi ilmu kepolisian dalam
pehyeienggaraan praktik pemerintahan, vang
akan sangat  terkait dengan implementasi
ilmu pemerintahan yang dilandasi pada teori
mengenai negara.

Perkembangan Ilmu Pemerintahan

ada saat ini

Realitas yang
mengisyaratkan | bahwa perkembangan ilmu

sampal

pemerintahan di ‘tanah air masih dalam proses
pemantapan posisinya di dalam keluarga besar
ilmu-ilmu sosial. Tidak seperti ilmu-ilmu sosial
yang lebih dulu berkembang, seperti psikologi,
ckonomi dan sosiologi,wpemerintahan masih
butuh waktu panjang untukibisa memantapkan
dirinyamenjadi“normalscience”dalam terminologi
‘Thomas Kuhn. Ilmu pemerintahan “disamping
perlu mengembangkan konsep-konsep
metodologi dan teori yang membedakannya
dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya, juga
ditantang agar secara intensif menggarap
berbagai unsur yang relevan dari ilmu-ilmu
sosial untuk memperkaya bidang kajiannya.
Munculnya istilah-istilah seperti: system analysis,
check and balances, boundary maintenance, demand
and support, input-output, black box, factor analysis,
unit of analysis dan sejumlah istilah-istilah
lainnya bisa jadi adalah manifestasi absorpsi oleh
ilmu pemerintahan, di samping tentunya karena
dampak behavioralisme.

Dari perspektif ini terlithat bahwa ilmu
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pemerintahan

b1sa >

sebagai i

~dikate gor1kan '

suatu . disiplin  yang bersifat gemera/ atau '
' muitldimcnsmnal Kenyatadn. ini meﬂjadl sanga.t ;':'.
".pdralei dengan mainstream kajian budaya yang -
“berkembang pesat. akhir-akhir ini. Kesamaan
‘mainsteram ini teratama tamp‘ﬂ\ dalam jbcm_:f =

gf interest ilmu “pemerintahan, yang setidak-
tidaknya juga harus mencakup dimensi-dimensi -
filsafat, hukum, politik, sosiologi, admmlstras_l, )
sejarah, kebudayaan, ekonomi, kepemimpinan
dan tentu kajian budaya sendiri. “Luasnya
dimensi-dimensi yang tercakup dalam disiplin -
ilmu ini akhirnya banyak menimbulkan masalah
upaya
penentuan  epistemologis dan  aksiologisnya.

kefilsafatilmuan, khususnya  dalam
Persoalan pertama berkaitan dengan penentuan
batas-batas ilmu pemerintahan (termasuk fokus
dan lokusnya). Sedangkan persoalan kedua lebih
mengarah pada nilai guna atau segi kemanfatan

keilmuan.

Fungsi “ilmu setidaknya ada tiga, yairu
mendeskripsi, memprediksi scrta mengatur gejala
alam/ sosial. Supaya ketiga fungsi tersebut dapat
berjalan dengan baik, maka diperlukan metode
yang tepat dan valid. Ada tiga metode keilmuan
vang biasanya dipergunakan dalam Khasanah
perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu metode
rasional, metode empirik dan metode gabungan.
Metode ilmu sangat bergantung pada objek
material dan formaldari ilmu yang bersanglutan.
Objek material ilmu pemerintahan  adalah
negara, sama seperti objek material ilmu politik
atau ilmu administrasi negara. Sedangkan objek
formal ilmu pemerintahan sampai dengan saat
ini masih menjadi perbincangan.

Dalam laporan Temu Ilmiah Pengkajian
(1985)

beberapa pandangan mengenai objek formal

Ilmu  Pemerintahan dikemukakan
ilmu pemerintahan. Soemendar Soerjosoedarmo
(1985) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan
adalah

kegiatan kenegaraan dalam rangka memenuhi

ilmu  yang mempelajari  kegiatan-
yang pelag g

kepentingan masyarakat secara menyeluruh.




o '.'kemampum
 eksekutif, dan yudikatif daiam hubungan Pusat .

}pemermtahm ad&lah :dmu ya.ng mempelajan :

"bqgumana melaksan&kan “koordinasi-

bidfmg

1’11811111’11?111

: "rnemermtah dengan yang dlpermtah

| Namun Jauh sebelum Aty Manun
o _(2004) sudah menyatakan bqhwa pemermtfthm

' -menun}uk kepadcl kegmtan atau fung51 fungst
negara. Pemerintahan dalam arti luas menunjuk
kepada ‘segala kegiatan yang dilakukan oleh
badan-badan ekselutif, legislatif dan yudikatif.
Sedangkan dalam arti Sempit, pemerintahan
menunjuk hanya kepada kegiatan eksekutif
semata. Terlihat bahwa pemerintahan dalam
arti luas adalah keseluruhan kegiatan lembaga
legislatif, ekselutif dan yudikatif. Pemerintahan
dalam arti sempit hanya menunjuk kepada
kegiatan cksekutif, dalam hal ini kegiatan

presiden dan para menterinya.

Tidak
sampai
ilmu  pemerintahany di
krisis
(Gaffar,
Tentang Pengembangan Program Studi llmu

seperti  tmu-ilmu

sosial * yang
dekade  1990-an,
Indonesia masih

lain, dengan

mengalami epistemologis  dan

identitas “Beberapa Pokok Pikiran
Pemerintahan di Indonesia”, 7997). Namun
begitu, sebagai satu solusi awal dari preblema
ini diajukan konstatasi bahwa objek formal
dari ilmu pemerintahan adalah pemerintahan
suatu negara. Pemerintahan hanya merupakan
satu ‘fre/d” atau bagian dari ilmu politik, seperti
halnya ilmu administrasi negara, hubungan
internasional dan vyang lainnya. Kenyataan
ini tentu berbeda jauh dengan situasi sejak
awal perkembangan ilmu pemerintahan yang
sangat dipengaruhi oleh Mazhab Continental
vang menyatakan bahwa ilmu pemerintahan
berhubungan dengan: perfama, kegiatan yang
menyangkut politik pengambilan  keputusan
dalam negara (¢he politics of policy making). Kedua,
pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri (poficy

dan-'

leglslatzf '

_mecm‘zan) Dencnm Is.ata Lun'_ﬂmu pemermmhan
) 'dndentlklxan dengan ﬂmu poimk '

Dan pemahaman p05151 1tu, sasaran utam,a':‘ G
'- dan obfek formaI dariilmu pemennmhan dengan"_ o
"sendzrmyft ’ld’lla.h pemermmhfm Indonesia.
--dan Daer‘th Antar lemb%ga serm antam yang
dan segl’n sesuatu yang berkaitan dengannya___-_
 Dalam studi pemermtahqn bisa dibahas masalah
eksekutif, balk pada tinglkat preszdmcy maupuﬁ s

".padq tmgkat Tokal. Demﬂﬁan juga bisa dlka_}l

persoalan ¢ legzslc:zz‘zzres terutama yang beﬁcalta,ﬁ o
dengan sejarah,kedudukan, fungsi serta peranan
lemba_ga tersebut. Pemahaman terhadap lembaga
MA, MPR, TNI, masalzh kepartaian ‘dan
pemilu, periiaku politik, sosialisasi politik, politik
pembuatan kebijakan, analisis dan implementasi
serta evaluasi kebijakan yang ditempuh. Jadi,
| adalah
“hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam

ruang I_ingkup_ __ilmu 2 pe_merintahan

rangka mencapai kesejahteraan bersama’. Dari
berbagai pendapat serta pandangan scbagaimana
diungkapkati di atas masth terlihat bahwa belum
ada kesamaan pendapat mengenai objek formal
ilmu pemerintaban yang memang sangat luas

bidang cakupannya.

Konsep ilmu  pemeringahan  ini secara
hakekat bisa dipahami merupakan wirunan dari
pemikiran Thomas Hobbes yang menekankan
perlunya adanya hukum dan‘keteraruran dalam
pengelolaan  negarasoleh  pemerintah  yang
berkwasa:“Pola pemikiran Hobbes sangatlah
dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari dalam
aktivitasnya selama era pergolakan Hobbes
sangat terkesan oleh tuntutan akan kekuasaan
politik yang kuat untuk mengeluarkan tatanan
yang ada dari pergolakan yang mengancam
masyarakat sipil. Porak-porandanya kesatuan
abad pertengahan mempengaruhi Inggris dan
daratan Eropa. Monarki Tudor diuntungkan
oleh pecahnya mata rantai politik eksternal
dan spiritual ini, tetapt kckuatan yang sama

yang
modern juga melahirkan semangat baru akan

memungkinkan terbentuknya negara

kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri di
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o kalangan rakyat

Mesklpun perkawmaﬁ antara - borjuls
.' ".dan “kerajaan - memungiqnhan Ler’gaan untuk
‘memperoleh ' kedudukan - poimk tertinggi,
"I:--perkawman ini,dalam - dlrmya, memrandung
bemh«»bemh konﬁ_lk Karem kekuasaan raja
B semakm Dbesar, para pedagang dan pemiliktanah
' :mulal melihat adanya bahaya yang terkandung
dalam kekuasaan politik 'yang tidak terbatas
dan tidak terkontrol ini. Demikian pula halnya,
persoalan monopoli keagamaan  dalam negara
mulai -menciptakan ;kesulitan pada ‘masa itu
ketika Bible sudah/menjadi sumber kebenaran,

dan hak penafsiran individu diakui secara luas.

Pada jaman Stuarts, kekuatan-kekuatan
ini menjadi nyata di Inggris. Zaman berikutnya
adalah zaman kekerasan di mana kesewenang-
wenahgan para penguasa berlangsung seiring
dengan pergolakan yang diakibatkannya. Ingeris
tidak menikmati kehidupan internal damai yang
nyata pada saat James I naik ke tampuk kekuasaan
pada tahun 1603, tahun ketika Hobbes luliah
di Oxford, sampai ‘akhir dekade abad tersebut.
Dalam  lingkungan “iseperti inilah Hobbes
menulis karya politik “terbesarnya, Leviathan.
Masterpeace Hobbes merupakan filsafat politik
umum pertama yang besar dan komprehensif
vang dihasilkan oleh pemikir Inggris. Para
penulis Inggris sebelumnya seperti Joha of
Salisbury, Thomas More, dan Richard Hooker
memang telah menulis karya-karya politik yang
penting, tetapi pemahaman mereka tentang
pemerintahan sangat terbatas dan terspesialisasi,
dan pemikiran politik mereka umumnya bersifat
insidental.

Leviathan adalah karya yang berorientasi
politik. Ia terkadang digambarkan sebagai
upaya untuk menjustifikasi absolutisme Stuart,
tetapi sebenarnya ia berusaha meletakkan
pondasi teoretis bagi pemerintahan yang absolut
secara umuin, baik oleh monarki, kediktatoran
Commonwealth, atau bahkan oleh parlemen.
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i Kurang Ieblh seabad setelah Machiavelli suasana_':.'_.- i

politik di. Ingeris juga didera kekacauan yang -

mencekam, _Adalah Thomas Fobbes (1588- |

1679)_yan_g meski berada dalam tekanan mamp'ul

menulis - karya. - monumentalnya Levmthan

(1651) dengan kejernihan refleksi yang tinggi -

untuk menjawabepergolakan politik Inggris
yang pragmatis. Hobbes"pun mendefinisikan
kekuasaan sebagai “sarana-sarana, yang dimilild -
| untuk keéngi1}afi;-_'-

seseorang sekarang ini

keinginannya yang nyata di masa mendatang”.

Dalam Leviathan, Hobbes menyebutkan
bahwa secara umum kekuasaan seorang manusia
adalah saripati dari segala sarana yang dipakainya
untuk meraih twjuan-tujuan di masa depan.
Tampak di sini bahwa Hobbes menganggap
kuasa sebagai scbuah instrumen operasional
dalarn pencapaian kehendak-kehendak manusia.
Namun selain memandang kekuasaan sebagai
hal yang operasional dan formal, Hobbes juga
mendefinisikan kekuasaan secara substansial
(material). Menurutnya “hakikat kekuasaan
ibarat rasa lapar: makin lama dia dibjarkan,
makin - besarlah “dia. Kekuasaan juga dapat
dibandingkan dengan jatuhnya benda berat yang
bergerak makin cepat, bila dia makin furun ke
bawah”.

Karena  mengembangkin pemahaman
tersebut, maka Hobbes™ dikenal sebagai bapak
Totalitatianisme modern karena mengajarkan
bahwa hakikat adalah  berwatak

mementingkan diri sendiri sehingga prinsip

manusia
sosial yang berlaku: “perang semua melawan
semua’, hingga terciptanya masyarakat sipil
melalui kontrak sosial. Para penguasa tidak
terikat oleh kontrak tersebut, dan agama baginya

harus berada dalam kontrol negara.

Pada akhirnya Hobbes menganggap bahwa
manusia secara alamish dan pada dasarnya
mementingkan diri sendiri, suka bertengkar,
haus kekuasaan, kejam, dan jahat. Karakter ini
adalah hasil upaya manusia yang ingin terus




i .'meﬁambah kcbutuhannya Larena

' memuhl kebutuhannya IANUSia . ais,an bahagm. )

- Akan tetapi obyek keinginan manusia tldakhfmy'l

- untuk dinikmati sekalisaja, tetapi juga menjamin
. kemgman unt‘uk masa -depan selamanya: Oleh
~karena 1tu. manusia memeriukan LeLuasam_

' ﬁunt’uk menc:apal tuJuan hldupnya.

Fungszt Kepohsmn Dalam Pmkuk
Pemermta}ian TR

Demokrasx berkembang menjach sebuqh
bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan
sebagai upava
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara)

suatu negara mewujudkan
atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah
negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi
adalah prinsip #rias pofitice yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif
dan legislatif ) untuk diwwjudkan dalam tiga jenis
lembaga negara vang saling lepas (independen)
dan berada dalam peringkat yg sejajar satu
sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga
jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga
lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan
saling mengontrol berdasarkan prinsip checks
and balances. Untuk itw diperlukan lembaga
vang dapat menjaga dan memberikan jaminan
bagi masyarakat untuk dapat bezaktivitas dalam
keseharian dengan wajar dan beradab, Lembaga
tersebut adalah kepolisian.

Jika kita merujuk pada berbagai literatur,
dari sejarah kepolisian diperoleh petunjuk
bahwa peralihan sistem Monarki menjadi
Republik di abad pertengahan membawa
pengaruh besar dalam Kepolisian, pengaruh
itu berbentuk perilaku organisasi dan individu
polisinya. Di alam sistem Monarki, polisi

cenderung menegakkan peraturan  demi
langsung lestarinya Pemerintahan Raja, yang
lalu bertindak sangat represif. Sedang dalam
sistem Republik polisi cenderung menegakkan
peraturan demi kesejahteraan rakyat. Bahkan

pada deretan negara Republik polisinya pun

: 3berbeda perilakunya.' :

den gan.

: pammetcr

: SemaLm i .démﬁkfét;_ :
satu Republik, pohs;riya semakm menghonnau =
supremam hukum. Disini lalu t(:‘ljildl pelubahan :
buL.an bentuk yang o

menenmkan jenis, dan kultur kepohsmn ~tetapi - '

negara ’

kadar demokrasﬂah yang- ‘menentukan - kultar. -

“profesionalistes dan modern1sa31 dau organ'
31\epoh31an 3

Pengeruan Polzce da}am Blac;{ s Law :'
szz‘zonary adalah :7he gowrnmfnml d@aﬁmem‘.
charged with the. p?eserwzrm?z ofpublic order, ff.’?e
prometion of public safety, and the prevention
anddetection of crime.(Garner, 1999: 1178). Arti
kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas
vang harus dijalankan sebagai

pemerintahan_atau bagian dari pemerintahan,

departemen

yakni memelihara = keamanan, ketertiban,

ketentraman = masyarakat, mencegah dan

menindak pelaku kejahatan.

Maka, secara definitif, polisi adalah lembaga
negara yang melakukan operasi di bawah otoritas
nasional, atau idealnya di bawah kendali otoritas
sipil (politik) negara tersebut. = Secara umum,
polisi merupakan perwakilan negara yang paling
jelas terlihat dalam masyarakat. Oleh( karena
itu terdapat badan kepolisian yang® berbeda-
beda di setiap negara. Karakteristik institusi
scbuah kepolisian akan selala” tergantung pada
negara dan penduduknya. Mereka akan selalu
mencerminkan bangsa (atau wilayah) dalam
sejarah, perkembangan

budaya  politiknya,

masyarakat, serta perckonomian negara tersebut.
(Anneke Osse, dalam Nuraini Siregar, 2010: 13).

Semua kepolisian di berbagai negara

menyelenggarakan  fungsi utama;  represif,
preventif dan pre-emptif yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang dijabarkan
dalam tujuan, tugas pokok, tugas-tugas,
wewenang dan tanggung jawab dari kepolisian
yang bersangkutan. Keberhasilan kepolisian
diukur dari tercapainya tujuan dilaksanakannya

tugas pokok, tugas-tugas serta wewenang secara

Jurnai T Kepolisian | Edisi 083| Juni - Desember 2015




E _.eﬁsmn dan efektlf Kebcxhasdan pelaksanaan _.

polx_ol\ tugas tugas - dan . wewenang

L tercrantuncr puld dan pengaturan. dan kemampuan

'--j'_'mfmftjemcn yang juga. d1sebut kemampuan

w manajemen operasional yang pada dasarnya
B merupalﬂn model birokrasi yang d1tempkan oleh
. organisasi. poh51 Dengan maraknya kejahatan
- baru seperti terorisme, money laundering, Korupsi,
.}Lolusn dan nepotisme, cyéer crime, white slavery,
dan’ hm*lam transnational €rime, maka ruang
hngkup bn’ol\ram pada erganisasi polisi juga
akm bcrmmbah luas dan kompleks.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan
alat negara yang bertugas memelihara keamanan
dan - ketertiban masyarakat, memberikan
pengayoman,dan memberikan perlindungan
kepada masyarakat {Satjipto Raharjo, 2009:111).
Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip
pendapat Bither menyebutkan  bahwa
apabila hukum | bertujuan untuk menciptakan
ketertibandalam' = masyarakat,  diantaranya
melawan kejahatan. Akhiraya polisi yang akan
menentukan secara konkrit apa yang disebut
sebagai penegakanketertiban (Satjipto Rahardjo,

2009:117).

Jika kita merujuk pada berbagai pendapat

yang  berkembang, setidaknya ada tiga
parameter untuk mendudukan jath,diri pelisi
(1) legitimasi (legitimacy); (2) fungsi (fimetion);
dan (3) struktur (szructure). Parameter legitimasi
menunjukkan  dari mana sebaiknya polisi
mendapat mandat kekuasaan dan kepada siapa
harus bertanggungjawab. Parameter fungsi
menunjukkan bagaimana polisi diperankan
dalam  pemeliharaan hukum  (mainzenance
of law) dan pencegahan serta pendeteksian
pelanggar hukum. Sedangkan parameter strukeur
menunjukkan bagaimana besaran organisasi,
spesialisasi dan tipe paksaan yang dianggap

layak.
Ada

pai‘ameter 1tu antara satu negara dengan negara

keberagaman dalam penerapan
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~lain:

terdapat -pemberian monopoli ‘kepada polisi .-
dari suatu elite dalam masyarakat (publik) atau
elite polmk diparlemen - (undang-undang); -
Demikian pula dalam hal penerapan parameter.
Misalnya yang
dilekatkan padawpolisi antara pemeliharaan -

fungsi. ‘dalam  tugas-tugas
hukum dengan ketertibanin(order), pﬁncegahaﬁ,"_.'
dan pendeteksian tidakiah sama antar setiap
negara. Untuk parameter strukeur juga terdapar
variasi dalam pengorganisasian polisi, sentralisasi

atau desentralisasi.

Dari tersebut
menunjukkan bahwa fungsi kepolisian sangat

semua  parameter
dominan dalam menjaga keamanan di- dalam
negerti, terutama dalam menjaga keteraturan
sosial, yang dalam bahasa normatif undang-
undang disebut keamanan dan ketertiban
masyarakat (Kamtibmas). Olel karena itu pada
hakekatnya, wilayah yang menjadi tanggung-
jwab Polri adalah keamanan dalam negeri vang
sering juga disebut sebagai keamanan publik.
Karena yang harus dikelola bukan hanya warga
negara Indonesia saja, tetapi juga warga negara
asing yang berada di Indonesia. Menjaga
keamanan publik adalah salah satu fanggung
jawab yang harus diemban oleh suatu negara,
dan kepolisian adalah organ vang ditempatkan
untuk hal ini.

Keamarian publik atau keamanan umum
tidak terbahas dalam UUD 1945 karena adanya
pemahaman bahwa keamanan adalah bagian
dari Nomenklatur
umum justru terdapat pada Konstitusi Republik
Indonesia Serikat (RIS) dan pada Undang
Undang Dasar Sementara 1950. Pada Kontitusi
RIS, pada Bagian 6 tentang Pertahanan

pertahanan. keamanan

Kebangsaan dan Keamanan Umum, ditegaskan
dalam Pasal 185 ayat (2) bahwa untuk menjamin
ketertiban, ketentraman dan keamanan umum,
maka atas permintaan pemerintah daerah
bagian, Pemerintah Republik Indonesia Serikat

dapat memberi bantuan ketentraman kepada

.Unt_u_k .pammeter. legitimasi- mlsalnya, e




: 'T[mplcm 1ta i i]mu lx : (}h i

"..':"-damah bagrm it Sedangkm pada Undang'-"-

~ Undang" DanLr Sementara 1950, Pasal 130
. menyebutkan unmk rnemehham Letf:rilban dan
~keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan

_Lepohsmn yang | d;atul" dengan undang—

.3 '_'_-undang Pada UUDS 1950 ini _]clas sekah posisi

: '1\€p01i81‘1ﬂ yang wﬁayahnya adalah Leamanan
. :umum, bukan pertahanan negam yang memang
akan membahas keamanan secara luas yang
dldeﬁnlslmn sebagal keamafian nasional.

Menurut Adrianus Meliala (eutike} 2010)
sektor keamanan (security sector) pada dasa;nya
adalah suatu konsep vang umum dipergunakan
oleh lembaga-lembaga multilateral terhadap
keberadaan dan aktivitas beberapa lembaga
yang secara langsung maupun tidak langsung
terlibat dan memiliki peranan dalam penciptaan
dan pemeliharaan situasi aman di  suatu
masyarakat atau negara. Pihak-pihak tersebut
adalah: kepolisian, militer, imigrasi, bea dan
cukai, intelijen, kejaksaan, pengadilan, lembaga
pemasyarakatan, badan anti narkotika, badan anti
terror dan badan-badan lain yang memiliki akses
pada upaya paksa (forced measures) berdasarkan
legalitas yang ada serta penggunaan senjata.
Jumlah, bentuk, penamaan mapun strukeur tiap-
tiap lembaga relatif bervariasi antar negara.

Pandangan tersebut secara tegas menunjuk
posisi kepolisian sebagai salah satiwaktor
keamanan, khususnya pada domain keamanan
publik. Dalam praktik pemerintahan, untuk
menjamin  keberlangsungan penyelenggaraan
keamanan publik menjadi faktor

Jika yang
dikemukaklan oleh Thomas Hobbes seperti

negara,
dominan, merujuk pada  teori
tersebut di atas, maka sangatlah jelas, peran
negara sebagai institusi yang diberl mandat
dalam  bentuk

pemerintahan yang sah. Fungsi kepolisian dalam

untuk mengatur warganya
praktik pemerintahan mempunyai posisi yang
kuat sebagai pelindung dan pelayan masyarakat

dalam lingkup keamanan publik.

Pemwknaan ﬁmu kepohslcm tldak bzsa_-':':-.'

dzlepaskm ddll ﬁmg51 kepohsmn secara umversﬂ o
._yaltu ‘to protect-and ‘fo serve’: Fung51 ini. pqda“"
_'hal{il\amya. ~adalah salah . satu _-fungs_l_ negara, -
yaitu untukmemberikan jaminan’ rasa aman -

dan keamanan bagi Warga negara, yang dalam

tata kelola negara, dilakukan oleh pemenntah o

Dalam Undang~Undang Kepohsmn Negara RI -
(UU No 2 Thn 2002), penga.l\uan tersebut juga
ada dengan penegasan adanya frasa bahwa fungsi
kepolisian * adalah - satu fungsi pemerintahan
negara.  Ini berarti bahwa pengakuan fungsi
kepolisian sebagai organ negara dalam prakeik
perperiniahan, menunjukkan bahwa ilmu
kepolisian adalah ilmu yang mempelajari segala
hal ikhwal yang berkaitan dengan memberikan
rasa aman dan keamanan bagi warga negara oleh

negara.

Lingkup: bahasan ilmu kepolisian dengan

demikian ~ harus selaras dengan lingkup
pembahasan tentang penyelenggara negdra,
yaitu pemerintah sebagai pemegang mandat
penyelenggara negara, namun ilmu kepolisian
dibatasi padabahasan tentang fungsimemberikan
rasa aman dan keamanan warga negara, baik
dalam studi mengenat pengkondisian maupun
pemeliharaan bagi rasa amén dan keamanan
warga negara. Sehingpa ilmu kepolisian pada
hakileatnya™ adalah bagian dari ilmu negara,
karena adanya keterlibatan langsung dalam
praktik pemerintahan, yang secara khusus
mempelajari mengenai peran memberikan rasa

aman dan mewujudkan keamanan. (*)
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